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TEN皿NG

STANDAR BIAⅤA KHusUS DA払M pEMBER重AN INSENTIF

BAG量TENAGA KESEHATAN YANG MENANGAN重CORONA Ⅵ尺US DISEASE 20 19

pADA DINAs KESEHATAN KOTA s工BOしGA皿HUN ANGGARAN 202 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA S量BOしGA,

Menimbang　: a･ bahwa untuk membe正kan apresiasi dan penghargaan yang

adil bagi tenaga kesehatan yang menangani Coroれα VI�0

Diseuse　2019 (COVID-19), Daerah dapat memberikan

insen仕f dengan mekanis皿e sesuai dengan ketentuan y狐g

diatur dalam Keputusan Mente正　Kesehatan Nomor

HK.0 1.07/MENKES/4239/202 I tentang Pembe五an量nsen出

dan Santunan Kema寄an bagi Tenaga Kesehatan yang

menangani Cor肌a VIrus Disease 2019 (COVID- 19);

b･ bahwa berdasarkan per寄mbangan sebagaimana di皿aksud

pada huruf a, perlu menetapk餌　Peraturan W血i Kota

Sibolga tentang Standar Biaya Khusus dalam Pemberian

lnsentif bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Coγoria

Vz’us Disease 2019 pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga

Tahun Anggaran 202 1 ;

Mengingat　　‥ 1･ Undang-Undang Nomor　8　D直･ Tahun 1956　tent狐g

Pembcntuk劃　Daerah O血nom Kota-Kota Besa｢ dal弧

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Repubhk　重ndonesia Tahun 1956　Nomor　59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1992);

2･ Undang-Unda皿g Nomor　4　Tahun 1984　亡entang Wabah

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1984　Nomor　20, Tambahan Lembaran Negara

Republik工ndoncsia No皿or 3273);

4. u融ung-Undczng..



3. Undang-Unda皿g Nomor 17 Tahun 2003 tent劃g Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4268) ;

4. Undang-Und紬g Nomor　15　Tahun　2004　tentang

Peme正ksaan Pengdolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik工ndonesia

Nomor 4400) ;

5. Und狐g-Und狐g Nomor　24　Tahun　2007　tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun　2007　Nomor　66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;

6･ Und劃g-Und皿g Nomor 36 Tahun 2009 ten血ng Kesehatan

(Lembaran Nega｢a Republik置ndonesia Tahun 2009 Nomor

144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5063) ;

7. Undang-Undang Nomor　12　Tahun　2011　ten亡ang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Nega｢a Republik Indonesia Tahun　2011 Nomor　82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomo丁12　Tahun　2011 tentang Pembentukan

Peratu ran Peru ndang- U ndangan ( lrembaran N e gara

Republik Indonesia Tahun 2019　Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Und餌g-Undang Nomor　23　Tahun　2014　ten屯ng

Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik hdonesia

Tahun　2014　Nomor　244, Tambahan Lcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaim紬a telah diubah

bebe｢apa k血i terakhir deng劃Undang-Undang Nomor 9

Tahun　2015　tenta皿g Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemehntah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

9. Undang-Undang Nomor　36　Tahun　2014　tentang Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 298, Tambaha皿Lembara皿Negara Republik

工ndonesia Nomor 5607);

Jo. Peratura7T...



10.Undang-Und劃g No皿or　6　Tahun　2018　tentang

Kekar劃心naan Kesehat狐(Lembar狐　Negara Republik

lndonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran

Negara Republik賞ndonesia Nomor 6236);

11. Peratur劃　Pemehntah Nomor　40　Tahun 1991 tentang

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor　午9,

Tanbchan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3447);

12. Peratur狐Peme正ntah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bela可a

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 3

Nomor　103, Tambahan Lembaran Negara Republik

量ndonesia Nomor与423) sebagaim皿a telah diubah dengan

Pe｢aturan Pemehn亡ah Nomor　50　Tahun　2018　tentang

Perubahan Alas Peraturan Peme正ntah Nomor 45　Tahun

20 13 tentang TaぬC狐a Pe賞aksanaan Anggaran Pendapatan

dan Bela可a Negara (Lembaran Negara尺epublik Indonesia

Tahun　2018　Nomo重　229, Tambahan Lembar紬　Negara

Republik Indonesia Nomor 6267);

13. Peraturan Peme正ntah Nomor　47　Tahun　2016　tentang

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2016　Nomor 229, Tanbahan l�ﾖ&�&��

Negara Republik Indonesia Nomo｢ 5942);

14. Peraturan Peme正ntah Nomor 12　Tahun　2019　tentang

Pengdolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesja Tahun　2019　Nomo｢ 42, T劃bahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peratu｢an Peme正ntah Nomo｢ 67　Tahun　2019　tent劃g

Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambchan Lembaran

Negara Republik量ndonesia Nomor 639 I);

16. Peratur紬Peme正ntah Pengganti Undang葛Undang Nomo｢ 1

Tahun　2020　tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Slstem Keuangan untuk Penanga皿an Pandemi

Coγona Vt’nts劇eease 2019 (COV[D葛19) dan/atau dalam

ra皿gka Menghadahi Ancaman yang Mcmbahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabili屯s Sistem

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020　Nomor　87, Tanbahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6485);



17. Peraturan　打esiden Nomor 17　Tahun　2018　tentang

Penyelenggara劃　Kedarurat皿　Benc狐a pada Kondisi

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 34);

18. Peraturan Mente正Dalam Nege轟Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa ka]i, terakhir dengan

Peraturan Menteri D址am Negen Nomor 21 Tahun 2011

tentang Pembahan Kedua Atas Peraturan Men亡e正Dal劃

Nege正　Nom○○　13　Tahun　2006　tent紬g Pedoman

Pengelola狐　Keuangan Daerah (Be玉ta Negara Republik

lndonesia Tahun 201 1 Nomor 310);

19. Peratura皿Mente正Dalam Nege轟Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentuk狐　Produk Hukum Daerah (Be轟ta

Negara Republik Indonesia Tahun　2015　Nomor　2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mente正

Dalam Nege正Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peratur紬Menten Dala皿　Negeh Nomor 80 Tahun

20 1 5 tentang Pembentukan Hoduk Hukum Daerah (Behta

Negara RepubⅡk Indonesia Tahun 20 18 Nomor 157);

20, Peraturan Mente正　Kesehatan Nomor　43　Tahun　2019

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara

Republik暮ndonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

21. Peratura皿Mente正Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang

榊asi士ikasi dan Pe宣セinan Rumah Sa虹t (Be正也　Nega丁a

Republik暮ndonesia Tahun 2020 Nomor 2 1)

22. Peratu｢an Mente正Dalam Nege正Nomor 20 Tahun 2020

tentang Percepatan Penanganan Corona Vi’7us Jisease 2 0 1 9

di Lingkungan Pemehn屯h Daera臆h (Behta NegaTa臆Republik

lndones宣a Tahun 2020 Nomor 249);

23. Pera亡ur皿　Menteh Keu劃gan Nomor　35/PMK.07/2020

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah d狐Dana Desa

Tahun Anggaran Tahun 2020 dalam Rangka Pen狐ganan

Pandemi Coγoれa VIms劇sease 2019 (COVID-19) dan/atau

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasion血(Be正也Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 377);

24. Pe｢atur紬　Men亡e正　Keuangan Nomo｢ 17/PMK･07/Tahun

2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa Tahun Anggaran　2021 dalam Rangka Mendukung

Penanganan Pandemj Cororia V誼Js Disease 20]9 (COVID-

19) dan Dampaknya (Behta Negara Republik　萱ndones宣a

Tahun 2021 Nomor 149);

25 Kepr観san



2 5. Keputus紬　　Mente正　　Kesehatan Nomor HK,

01･07/Menkes/413/2020　ten血ng Pedo皿an Pencegahan

dan Pengendalian Coroれa Virus Dt’seαse 20 19 (COVID- 19);

26. Keputusan Mente正　　　　Kesehatan Nomor

HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan R呼ld

DJagrios筒’c Tcs‡ Antigen dalan Pemeriksaan Corona陶t/s

Disease 20 19 (COVID- 19);

27. Keputusan Mente正　　　　Kesehatan Nomor

HK.01.07/Me皿kes/4239/2021 tent紬g Pembe正紬lnsentif

d紬　Santunan Kema血狐　bagi Tenaga Kesehata皿　yang

menangani Corona VIms劇seαse 20 19 (COVID- 19);

28･ Peratur狐Wali Kota Sibo重ga Nomor 43 Tahun 2020 tentang

Kriteha　工solasi atau Karan心na M紬di五　d紬　Penehma

Layanan pada Fasilitas Pelayanan Isola_si atau Karantina

Milik Pemehntah dalam Penanganan Coro7ta V[rLIs Dぉeαse

2019 (COVID-19) di K〇日Sibolga･

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI Ko皿　slBOLGA TENTANG STANDAR

BIAYA KHUSUS DALAM PEMBER量AN INSENTIF BAGI TBNAGA

KESEHATAN　��舐�ﾔT��舩�苒�3�惕���gVWW2�Fﾇ4T�4P

2019　PADA DINAS KESEHATAN KOTA SIBOLGA TAHUN

ANGGARAN 202 1

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Wall Koねini, y孤g dimaksud dengan.

1. Daerah ad血ah Kota sibolga.

2. Wali Kota adaユah Wali Kota Sibolga

3. Dmas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Sibolga

bese血Unit Pelaksana Teknisnya.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga.

5. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium

Kesehatan Daerah Kota Sibolga.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut

mskesmas adalah　ぬsilitas pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan upaya kesehatan mas)γarakat dan upaya

kesehat紬　perseorang狐　心ngkat pe正ama, deng劃lebih

menguta皿akan upaya promo宙dan preventif di wilayah

ke宣janya.

7.Fclsi‘/zlcls



7. Fasilitas Pelayanan Isolasi milik Pemerintah Kota Sibolga

yang sela可utnya disebut FasiH血s宣solasi ad瓢ah Wisma A廿et

Sibolga.

8. Coronc両lrus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-

19　adalah penya貼t menular yang disebabkan oleh Virus

Seひere AcL〆e Resp加のorg Syndrome Coronαひ士rus 2 (SA尺S-

CoV-2)I

9･ Tenaga Kesehatan ad瓢ah se心ap orang yang mengabdikan

dih dal劃bidang kesehatan serta memili虹pengetahuan

dan/atau keterampilan mel瓢ui pendidikan di bidang

kesehatan yang untuk jcnis te正entu memerlukan

kewen紬g劃untuk melakukan upaya kesehatan.

10.Pasien Konfirmasi Coγoれa VI’�2�ｦ�V�6X��#�������誄

selanjutnya disebut Pasien Konfirmasi COVID-19　adala血

seseo｢ang yang di調yatakan positif te正n允ksi vims COV重D- 19

y紬g dibuk心kan dengan peme轟ksaa皿laborat〇五um RT-PCR

atau penegakan diagnosis dengan metodeRapid Di’agrLos轟’c

rest Antigen (RDT-Ag) dalam kondisi tertentu.

1 1･ Isolasi adalah proses mengurangi轟siko penulara皿melalui

upa)｢a memisahkan Pasien Kon最masi COVID臆19　dengan

masya重akat luas yang dapat dilakuk紬di FasiⅡtas重solasi

dan/atau secara mandi正di luar Fasilitas Isolasi.

BAB重工

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruing lmgkup Peratu｢孤Wali Kota ini, melipu竜:

a､ t巾uan dan sasaran;

b. khtehaねsilitas pelayanan kesehatan dan khteha tenaga

kesehatan pada Dinas Kesehatan yang be｢hak mene正ma

insen伍で;

c. standar biaya;

d. mekanisme pembe正an insentif, pencatatan dan pelaporan;

dan

e. pengawa組n, monitoring dan evaluasi.



BAB1量1

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal3

Peratur孤Wali Ko屯ini be直中uan untuk me巾adi pedom餌

dalam memberikan insentif bagi Tenaga Kesehatan Daerah yang

menangani Coro7ia Vれs D走ease 2019 (COVID-19) di Daerah.

Pasal 4

Sasar孤pcmbehan insen心でadalah Tenaga Keseha亡an Daerah

baik Ap紬atur Sipil Nega輪, Non Aparatur Sipil Neg紬a, maupun

relawan yang men紬g孤主COV｢D- 1 9.

BAB看V

KRITER萱A FASILITAS PELAYANAN

KESEHATAN DAN KRITERIA TENAGA KBSEHATAN

PADA DINAS KESEHATAN YANG BERHAK

MENER丁MA INSENTIF

Pasal5

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan pada. Dinas Kesehatm yang

Tenaga Kesehatannya be｢hak mene正ma insen心f adalah

fasilitas pelayanan kesehatan yang menangam Coro朋VIrus

D忘ease 2019 (COVID-19) di Daerah.

(2) Fas址tas pelayan紬kesehat劃sebaga上皿ana dimaksud pada

ayat (1) meliputi seluruh Puskesmas yang ada di wilayah

ke巾a Kota Sibolga dan血borato正um Keseha血n Daerah.

Pasal6

(I) Tenaga Kesehatan yang bcrhak mene正調a血sen雌adalah

Tenaga Kesehatan yang menangani Corona V机s Disease

2019 (COVID-19) di Daerah.

(2) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(I) meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi,

bidan, perawat, Tenaga Kesehatan la血nya, dan Pese直a

出ogram Pendidik紬Dokter Spesialis (PPDS)



(3) Jenis Tenaga Kesehatan sebaga王mana di皿aksud pada ayat

(2), te調asuk tcnaga keseha血n yang ditugaskan dalam

progr劃khusus, sepe正i :

a. dokter yang mengikuti Program lntemsip Dokter

丁ndonesia;

b･ dokter yang mengiku寄Pendayaguna劃Dokter Spesialis;

c･ tenaga kesehat皿yang mengiku寄　Penugasan Khusus

Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program

Nusa皿tara Sehat; din

d･ relawan yang dite虫pkan o重eh Kemen亡ehan Kesehatan

a亡au Pemehntah Daerah.

Pasal7

(1) Tenaga kesehatan yang memperoleh工nsentif di mskesmas

me｢upakan tenaga kesehatan yang melakuk紬pemantauan

terhadap pasien yang melakukan iso量asi mandi正dm/atau

diねsihtas lsolasi, pengambil紬dan pemehksaan spesimen

(swab) COVID- 19 terkon組masi.

(2) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan sebagaim狐a dimaksud

pada aya亡(I) ditetapk皿　melalui penetapan atau Surat

Pemyataan Melaksanakan　　皿gas　(S PMT)　dari

pimpin狐/ kepala Puskesmas y紬g diterbi址a皿se心ap bu量an.

(3) Jenis dan ｣um獲ah tenaga kesehat紬sebagaim紬a dimaksud

pada ayat (1) d紬争yat (2) hams mempe轟imbangkan jumlah

pemantauan terhadap pasien y狐g melakukan isolasi

mandi轟　dan di　ぬsiliぬs　王solasi, pengambilan dan

pemehksaan spesimen (swab) COV量D- 1 9 tcrkon鯖rmasi.

(4) Apabila terdapat kekur紬g租n Tenaga Kesehatan )7紬g

mena皿gani COⅥD-19, mskesmas dapat be｢k○○rdinasi

dengan Dinas Kesehatan Daerch guna pemanfaatan Tenaga

Keseha屯n y紬g ada di Djnas Kesehatan Daerah,

Pasal8

(1) Tenaga Kesehatan yang memperoleh insen寄f di

血borat〇五um Kesehat紬　Daerah merupakan Tenaga

Kesehatan yang terlibat dalan melaksanal{an pemeriksaan

terhadap spesimen COVID- 19 terkon宜masi secara l紬gsung

di laborat〇五um.

/2) Aptzbilα.. ,



(2) Apabila hhorato正um Kesehatan Daerah membutuhkan

tenaga lain untuk pemeriksaan spesimen COVID-19, maka

dapat mengangkat dan menugaskan tenaga la血　sesu租

dengan kebutuh紬　dan tenaga　血n y紬g meme正ksa

spesimen COVID- 19 tersebut dapat dibe正kan insen宙,

(3〉 Jenis dan ju皿lah Tenaga Kesehat劃dan tenaga lain pada

Laborat〇五um Kesehatan Daerah y孤g memperoleh insen轟f

ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pemyataan

Me宣aksanaka皿皿gas (SPMT) dad kepala laboratonum yang

diterbitkan se心ap bulan.

(4) Jenis dan jumlah Tenaga. Kesehatan dan tenaga lain

sebagaimana dimaksud pada ayat　(3)　harus

mempe正imb劃gkan　｣ umlah spesimen COV量D- 1 9

terkon鰹masi yang dit餌gani

BAB V

STANDAR BIAYA

Pasal9

(1) Standar Biaya ini bertujuan sebagai alat ukur besaran biaya

insen也f bagi Te皿aga Kesehatan yang menanga皿i COV萱D-19

pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga bese直a Unit Pelaksana

Te血isnya Tahun Anggaran 202 1.

(2) S屯重丁dar Biaya sebagaim皿a dimaksud pada ayat (1)

berfungsi sebagai batasan tertinggi dan/atau estimasi.

Pasal 10

(I) Besaran insentif bagi tenaga. kesehatan yang menangani

COVID-19　didasarkan pada lokasl penempatan fasilitas

pe獲ay狐an kesehatan

(2) Tenaga Kesehatan di　軸skesmas din　Laborato皿um

Kesehatan Daerah dibenkan血sen心でpaling tin認i sebesa｢ Rp

5･000･000 (1imaju屯mpiah) per orang per bulan.

/3/rer胴ga..



(3) Tenaga Kesehatan dan tenaga lain yang melakukan

pemehksa劃　spesimen COV量D-19　terkon正masi secara

langsung di　膿borat〇五um Kesehatan Daerah dengan

pendidik狐S廿ata 3 (S3), dokter spesialis patologi岨inik a屯u

dokter spesialis mi虹obiologi岨inik dibehkan insen掠paling

心nggi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juぬrupiah) per

orang per bulan.

(4) Pese巾a打ogram量ntemsip Do虹e｢ Indonesia yang ditugaskan

pada mskesmas yang melaksanak狐pemantau狙terhadap

pasien yang melakukan isolasi mandi正　dan di　ぬsilitas

iso血si, pengambil紬　dan pemehksaan spesimen (sⅥ｢ab)

COVID-19　terkon角masi, dibe正kan insen蘭　pal血g　正n籠i

sebesar Rp 2.500.000 (duajuta lima ratus hbu mpiah).

(5) Peserta progran yang mengikuti Penugacan rmusus Tenaga

Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Seha亡

yang ditugaskan pada　恥skesmas yang melakuk餌

pem狐血uan terhadap pasien y劃g melakukan isolasi

m弧dih dan di　ぬ.silitas isolasi, pengambilan dan

pemehksaan spesimen (swab) COV量D- 19, dibe正k紬insen廿で

pa量ing心nggi sebesar Rp 5･000･000 (lima臆jut包rup主ah) I

(6) Relawan yang ditetapkan oleh Kemente正an Kesehat劃atau

Peme正ntah Daerah y孤g be正ugas di Puskesmas dan/atau

血borat〇五um Kesehatan Dae｢a血　dan terlibat dalam

penanganan COVID-19　diberikan insentif paling tinggi

sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

BAB V工

ME孤NISME pEMBER量AN INSENTIF, p巴NCATA払N,

DAN PELAPORAN

Pasal11

Mekanisme Pembe正an　丁nsentif, Pencatatan, dan Pelaporan

program pemberian insentif bagi Tenaga Kesehatan yang

men劃g紬i COV暮D-19　berpcdom狐　pada Keputusan M巳nteh

Ke seh a tan Republik I ndone sia Nomor

HK.01.07/MENKES/4239/2021 tent紬g Pembehan lnsen亀でdan

S狐tuna皿　Kema心狐　bagi Tenaga Kesehat狐　yang Menanga皿i

Coro雌Vz’rus Disease 2019 (COVID-19) da皿peraturan lain yang

berlaku se血ddak be轟entangan dengan undang-undang dan

pera-tura皿y狐g ad盆.

BAB W...



BAB Vll

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVAしUASI

Pasal 12

Pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggara臆an

pembeh紬insentir b租gi Tenaga Kesehatan y紬g menang紬i

COVID- 1 9　　dilakukan o重eh Kementehan Kesehata皿,

kementenan/1embaga terkait, Peme正ntah Daerah Provinsi

Sumatera Utara, dan Pemehntah Daerah Kota Sibolga sesuai

dengan tugas dan血ngsinya masing-masing･

BAB VII量

KET巳NTUAN PERALIHAN

Pas瓢13

事nsen心で　bagi Tenaga Kesehatan y紬g men紬gani COV量D-19

sebelum Peraturan Wall Kota ini terbit, dapat dibayarkan dengan

be町edoman pada Keputusan Menteh Kesehatan Nomor

HK･01･07/MENKES/4239/2021 ten屯ng Pembe正an工nsen寄f dan

Santunan Kemadan bagi Tenaga Keseha屯n yang Menang狐i

Coro批点Irus Drseuse 20 19 (COVID- 19).

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pemturan Wa臆1i Ko屯　血i dapat di心可au kembali dengan

memper寄mbangkan aspek kon寄nuitas, pengembangan layman,

kebutuhan, peraturan yang berlaku, serta asas keadilan



円


